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1. Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat 

dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. 

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan 

dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam 

penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan 

evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya 

koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna 

layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas 

layanan yang diterima selaku pengguna layanan. 

Hasil dari pertemuan dua arah ini diharapkan mampu menyelaraskan kemampuan 

Direktorat Sumber Daya selaku penyelenggara layanan dengan permintaan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik. Juga, mendukung pembangunan 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang sedang dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya. 

 

2. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; 

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Instansi Pemerintah; 

h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi; 

i. Rencana Strategis Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan 

j. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 

0061/OT.01.03/2022 Perihal Pembangunan Zona Integritas Direktorat Sumber Daya. 

 

3. Tujuan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tujuan dari penyelenggaraan Forum 

Konsultasi Publik adalah memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan 

dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan 

yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Forum Konsultasi Publik Direktorat Sumber Daya dilaksanakan pada hari Rabu, 14 

September 2022 di Lantai 2 Gedung D Kemendikbudristek. Juga disiarkan secara online melalui 

kanal youtube Ditjen Diktiristek dengan link: https://youtu.be/cmonnw4fM30.  

Selain itu, seluruh media sosial Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan 

Teknologi dimaksimalkan dalam rangka mempublikasikan kegiatan ini diantaranya; laman Dikti 

(http://dikti.kemdikbud.go.id/), facebook (ditjen.dikti), instagram (ditjen.dikti), twitter (Ditjen 

Diktiristek), tiktok (@ditjen.dikti), dan spotify (Dikti Menyapa). Sedangkan susunan acara FKP 

dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini, 

 

Tabel 1. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik Direktorat Sumber Daya 

No. Waktu Acara Lokasi Penanggung 
Jawab 

1 13.00 – 13.05 Pembukaan Ruang Utama MC 

2 13.05 – 13.10 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan  
Lagu Mars Ditdaya Ruang Utama Seluruh Peserta 

3 13.10 – 13.20 Video Pencanangan ZI Ruang Utama Operator 

4 13.20 – 13.35 
Laporan Kegiatan (Penjelasan Layanan 
Direktorat Sumber Daya) oleh Direktur 
Sumber Daya 

Ruang Utama M. Sofwan Efendi 

5 13.35 – 13.55 
Arahan dan Pembukaan oleh Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan 
Teknologi 

Ruang Utama Nizam 

6 13.55 – 14.05 

1. Foto Bersama 
2. Door Stop bersama Media 
3. Persiapan Pembagian Ruangan 

(penjelasan teknis) 

1. Ruang Utama 
2. Door Stop 
3. Ruang Utama 

1. MC 
2. Humas 
3. Panitia 

7 14.05 – 14.15 
Penjelasan umum komponen Standar 
Pelayanan oleh Manajer Area Pelayanan 
Publik 

Ruang Utama Firman 
Rudiansyah 

8 14.15 – 15.30 

Penjelasan Teknis Standar Pelayanan di 
masing-masing ruangan: 

1. Ruang 1: Koordinasi Karier dan Tenaga 
Kependidikan 
a. PAK Dosen 
b. PAK Tendik 

2. Rung 2: Koordinasi Karier dan Tenaga 
Kependidikan 
a. BKD (NIRA BKD) 
b. Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 

Masing-masing 
ruangan 

Koordinator dan 
Subkoordinator 
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No. Waktu Acara Lokasi Penanggung 
Jawab 

3. Ruang 3: Koordinasi Kompetensi 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
a. Registrasi Dosen 
b. Registrasi Tenaga Kependidikan 
c. Perubahan Data Dosen 

4. Ruang 4: Koordinasi Kompetensi 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
a. Kompetensi Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
5. Ruang 5: Koordinasi Kualifikasi: 

PMDSU 
6. Ruang 6: Koordinasi Sarana dan 

Prasarana 

9 15.30 – 14.45 Penandatanganan Berita Acara Ruang Utama 

Direktur Sumber 
Daya dan 
Stakeholder 
terkait 

10 15.45 – 15.55 Foto Bersama Ruang Utama Seluruh tamu 
undangan 

11 15.55 – 16.00 Penutupan Ruang Utama MC 
 

5. Peserta Kegiatan 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Direktorat Sumber Daya dihadiri oleh pejabat 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta masyarakat penerima manfaat 

layanan (stakeholder) yang terdiri dari, 

a. Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil 

Negara dan Reformasi Birokrasi 

b. Inspektur IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

c. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 

d. Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

e. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

f. Direktur Sumber Daya 

g. Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 

h. Tim Zona Integritas Direktorat Sumber Daya 

i. Masyarakat penerima manfaat layanan Direktorat Sumber Daya 
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6. Daftar Penerima Manfaat (Stakeholder) Acara FKP 

Direktorat Sumber Daya memiliki 10 layanan yang dibahas saat kegiatan Forum Konsultasi 

Publik, daftar penerima manfaat (stakeholder) yang menghadiri kegiatan tersebut terlampir 

bersama laporan ini, sedangkan stakeholder yang menandatangani berita acara adalah sebagai 

berikut, 

 

Tabel 2. Daftar Stakeholder Penandatangan Berita Acara Hasil FKP 

No Layanan Penandatangan 
1 Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK 

Dosen) 
1. Supriyadi (Universitas Gadjah Mada) 
2. Yuyun Wahyuningsih (Universitas Padjadjaran) 
3. Sigit Putro Pamungkas (Universitas Negeri Jakarta) 
4. Gina Indriani (LLDIKTI Wilayah IV) 
5. Yuni Sari Romadhona (BPPSDM Kementerian 

Kesehatan) 
2 Penilaian Angka Kredit Tenaga 

Kependidikan (PAK Tendik) 
1. Sofyan (Institut Pertanian Bogor) 
2. Rengga Franseda (Universitas Lampung) 
3. Ida Nur Farida (Universitas Padjadjaran) 
4. Yuni Sari Romadhona (BPPSDM Kementerian 

Kesehatan) 
5. Heri Suherman (Kementerian Pertanian) 

3 Nomor Induk Registrasi Asesor 
Beban Kerja Dosen (NIRA BKD) 

1. Dyah Sawitri (LLDIKTI Wilayah VII) 
2. Panji Nurul Fatah (Universitas Pendidikan Indonesia) 
3. Ajeng Pratiwi Putri Aldi (Universitas Singaperbangsa 

Karawang) 
4. Winengan (Universitas Islam Negeri Mataram) 
5. Amelia Keumala Sofrien (Institut Pemerintah Dalam 

Negeri) 
4 Sertifikasi Pendidik untuk Dosen 

(Serdos) 
1. Fiqih Hidayah (LLDIKTI Wilayah III) 
2. Ajeng Sekar Tanjung (Institut Teknologi Bandung) 
3. Aulia Iskandarsyah (Universitas Padjadjaran) 
4. Kurniawan (Universitas Singaperbangsa Karawang) 
5. Esde Dianusana Etieka (Direktorat Jenderal Tenaga 

Kesehatan) 
5 Registrasi Dosen 1. Syarif Firdaus (LLDIKTI Wilayah XI) 

2. Diyanti (Institut Pertanian Bogor) 
3. Emictha Hamayani (Universitas Maritim Raja Ali 

Haji) 
4. Dicke Puspanindyah (Universitas Pertahanan) 
5. Nancy (Universitas Tadulako) 

6 Registrasi Tenaga Kependidikan 1. Ina Agustiani (LLDIKTI Wilayah III) 
2. Oksyhanil Maria (Universitas Halu Oleo) 
3. Rizky M (Universitas Brawijaya) 
4. Astuti Ruslan (Universitas Sulawesi Barat) 
5. Yudhi F (Universitas Andalas) 

7 Perubahan Data Dosen 1. Donny Ginanjar (LLDIKTI Wilayah IV) 
2. Dewi Sarah (Institut Pertanian Bogor) 
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No Layanan Penandatangan 
3. Ahmad Jaeni (Sekolah Tinggi Hukum Militer) 
4. Abdullah Zainudin (Universitas Mataram) 
5. Linda Amelia (Universitas Siliwangi) 

8 Kompetensi Dosen dan Tenaga 
Kependidikan 

1. Untung Rahardja (Universitas Raharja) 
2. Iin Suryaningsih (Universitas Al-Azhar) 
3. Desti Herawati (Universitas Pakuan) 
4. Dede Jajang Suyaman (Universitas Singaperbangsa 

Karawang) 
9 Program Beasiswa Pendidikan 

Magister menuju Doktor untuk 
Sarjana Unggul (PMDSU) 

1. Aulia Maulida (Universitas Indonesia) 
2. I Ketut Budiartawan (Universitas Udayana) 
3. Iqbal El Sidiq (Universitas Negeri Malang) 
4. Yuyun Wahyunigsih (Universitas Padjadjaran) 
5. Taufik Hidayat (Universitas Pendidikan Indonesia) 

10 Pendanaan Sarana dan Prasarana 
Perguruan Tinggi Negeri 

1. Nono Supriatna (Universitas Pendidikan Indonesia) 
2. Pujiono (Institut Teknologi Sumatera) 
3. Sigit Putro Pamungkas (Universitas Negeri Jakarta) 
4. Tubagus Bahtera Rohimudin (Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa) 
 

7. Masukan dan Saran Penerima Manfaaat (Stakeholder) terhadap Layanan yang 

Diterima 

Masukan dan saran penerima manfaaat (stakeholder) terhadap layanan yang diterima dapat 

dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini 

 

Tabel 3. Masukan dan Saran Penerima Manfaaat (stakeholder) Terhadap Layanan yang Diterima 

No Layanan Masukan dan Saran 
1 Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK Dosen) Sejauh ini sudah baik. Dibutuhkan lagi sosialisasi 
2 Penilaian Angka Kredit Tenaga 

Kependidikan (PAK Tendik) 
1. Transformasi layanan digital. Pelaksanaan 

penilaian angka kredit PLP yang masih 
dilakukan secara manual dapat ditingkatkan 
guna pelayanan yang lebih efektif dan efisien 
dengan menggunakan sistem layanan secara 
digital. 

2. Pemberlakuan periode penilaian yang disusun 
dalam jadwal yang jelas untuk memudahkan 
pengusul dalam mengajukan dokumen 
penilaian angka kredit PLP. 

3. Aplikasi pengecekan status usulan penilaian 
angka kredit PLP untuk memudahkan 
pengusul dalam melakukan trekking dokumen 
usulan. 

3 Nomor Induk Registrasi Asesor Beban Kerja 
Dosen (NIRA BKD) 

1.   Informasi terkait penolakan honor SBML asesor 
BKD disampaikan ke PT 
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No Layanan Masukan dan Saran 
2.   Proses Rekap atau notifikasi terkait kewajiban 

khusus 3 tahunan pada SISTER, mohon 
dipersiapkan 

3.    Untuk kedepannya Asesor NIDK untuk jadi 
bahan pertimbangan dan dapat menjadi asesor 
aktif kembali 

4 Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) Usul perbaikan pada menu data yudisium jumlah 
DYS-nya, terkadang masih ada perbedaan dengan 
yang tampilan pada menu penilaian, mohon agar 
disesuaikan lagi 

5 Registrasi Dosen 1. Dengan diadakan kegiatan Bimtek Registrasi 
Pendidik/Dosen, memberikan pemahaman 
pada Pengelola PDDIKTI Perguruan Tinggi 
dalam proses teknis Penyusunan Data 
Registrasi Dosen pada Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi, sehingga perguruan tinggi 
dapat memahami dalam proses pemenuhan 
kebutuhan minimum dosen maupun kebutuhan 
secara rasio dosen dan mahasiswa pada 
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi secara 
optimal. 

2. Kegiatan Bimtek Registrasi Dosen, untuk 
tahun berikutnya akan diadakan kembali di 
beberapa wilayah, agar pemahaman mengenai 
ajuan Registrasi Dosen akan lebih optimal lagi. 

3. Perlu dibuat buku panduan/pedoman yang 
berisi tahapan dan dokumen pendukung apa 
saja yang dibutuhkan dalam mengajukan 
Registrasi Dosen dan format standar dokumen 
pendukung yang dibutuhkan agar 
mempermudah dan mempercepat proses 
verifikasi dan validasi data. 

6 Registrasi Tenaga Kependidikan 1. Untuk layanan sudah baik  
2. Sosialisasi terkait NITK masih kurang dan 

diperlukan untuk Perguruan Tinggi 
3. Jenis JF Tendik belum semua terakomodir 

dalam usulan NITK 
4. Sister Tendik belum bisa dibuka dan 

dimanfaatkan bagi tendik yang mempunyai 
NITK 

5. Dalam aplikasi kompetensi mohon bisa tidak 
input setiap kali akan mengikuti program (data 
bisa diambil dari data diri) 

6. Perlu kejelasan status kepegawaian yang bisa 
diusulkan untuk mendapatkan NITK 
(khususnya utk Non PNS apakah bisa 
diusulkan) 

7. Agar semua tendik baik JF maupun JP bisa 
diusulkan untuk mendapatkan NITK agar bisa 
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No Layanan Masukan dan Saran 
mengikuti program-program peningkatan 
kompetensi yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Sumber Daya. 

7 Perubahan Data Dosen 1. Dengan diadakan kegiatan Bimtek, kami 
mendapatkan pemahaman yang lebih jelas 
terkait menu perubahan data dosen, dan sampai 
saat ini untuk pelayanan perubahan Data Dosen 
sudah baik, dan diharapkan untuk validasi 
perubahan data dosen sesuai dengan komitmen 
pada saat bimtek (maksimal 15 hari) kerja. 

2. Perlu dilakukan integrasi sistem terkait 
perubahan data dosen yang dilakukan oleh 
masing-masing Dosen melalui akun sister 
masing-masing dan oleh operator melalui 
PDDIKTI sehingga tidak menghasilkan data 
ganda jika terjadi kondisi inputan perubahan 
data yang sama yang dilakukan melalui dua 
jalur tersebut. 

3. Selama terlibat dalam fungsi ini, kami merasa 
pelayanan yang diberikan sudah sangat baik, 
dan dari tahun ke tahun menjadi lebih baik lagi. 
Hanya saja memang ada beberapa hal yang 
tidak selesai hanya melalui sistem, kadang 
kami harus memberikan penjelasan terlebih 
dahulu untuk usulan perubahan data tersebut, 
agar bisa dipahami dan akhirnya mendapatkan 
hasil yang kami inginkan. Namun hal tersebut 
tidak menjadi masalah yang besar karena bisa 
diatasi oleh komunikasi dua arah. 
Permasalahan selanjutnya adalah terkadang ada 
delay untuk menampilkan data tersebut di 
halaman front end PDDIKTI, namun kami 
memahami bahwa hal tersebut harus 
dibicarakan dengan tim pengembang. Selain itu 
masalah sinkronisasi antara data yang tertera di 
SISTER dan PDDIKTi juga menjadi hal yang 
terkadang membuat 'ramai' program studi yang 
berkepentingan sehingga kami harus 
melakukan penjelasan yang amat detail ke 
mereka walaupun masih ada kemungkinan 
mereka tidak memahaminya. Permasalahan 
perubahan data dosen ini tidak hanya tentang 
komunikasi dengan tim pusat, di internal pun 
masih terjadi kendala terutama terkait dokumen 
pendukung yang dibutuhkan. Oleh karena itu, 
perlu adanya sinergis untuk mendapatkan data 
dosen yang benar dan valid. Kami 
mengucapkan terima kasih banyak atas 
kerjasama yang baik yang telah dilakukan. 
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No Layanan Masukan dan Saran 
4. Kami sangat mengapresiasi kegiatan forum 

diskusi minggu lalu yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Sumber Daya (Ditdaya Dikti) 
sebagai wahana dalam melihat progres terkait 
Aplikasi Perubahan Data Dosen. Dalam hal ini 
kami sangat berharap untuk kedepan agar di 
berikan pula kesempatan kepada kampus kami 
untuk mengikuti kegiatan selain di Perubahan 
Data Dosen karena semua adalah satu sistem 
yang perlu kami laporkan secara prioritas agar 
dapat secara optimal dalam pelaksanaan 
penginputan data dan update seluruh kegiatan 
yang terkait tentang PDDIKTI. Kemudian 
masuk ke dalam menu Perubahan Data Dosen 
perlu kami laporkan bahwa sampai saat ini 
tidak kendala yang menonjol hanya saja kami 
akan sedikit memberi masukan untuk helpdesk 
yang sedikit lambat merespon sehingga kami 
menunggu terlalu lama untuk mengatasi 
masalah saat itu juga.  Kemudian yang 
selanjutnya yaitu dalam unggah perberkasan 
kami memberikan saran masukan untuk 
memperbesar kapasitas file yang di unggah 
seiring dengan kualitas file yang semakin besar 
karena resolusi dari source nya. Semoga 
kedepan akan lebih inovatif lagi dalam semua 
pembaharuan-pembaruan demi kemajuan 
menuju smart kampus dan Ditjen Dikti yang 
semakin improvisasi.  

8 Kompetensi Dosen dan Tenaga 
Kependidikan 

1. Peserta bisa memberikan masukan untuk 
penyusunan panduan di tahun yang akan datang 

2. Ketentuan BRI karena sudah menjadi 
persyaratan dari LPDP, pada saat transfer dari 
KPPN, terkadang ada penolakan jika rekening 
tersebut pernah digunakan. 

3. Tahun kemarin ada permintaan laporan 
mendadak dari LPDP untuk pencairan, karena 
pada awalnya tidak ada permintaan untuk 
laporan guru 

9 Program Beasiswa Pendidikan Magister 
menuju Doktor untuk Sarjana Unggul 
(PMDSU) 

1. Dari segi layanan sudah bagus sekali, sangat 
responsive. Sistem sudah bagus hanya perlu 
update data saja. 

2. Terkait persyaratan no 7 (PT Penyelenggara 
wajib menyediakan biaya studi jika mahasiswa 
lebih dari 4 tahun), mungkin perlu diskusi lebih 
lanjut dengan calon penyelenggara. 
Harapannya ada prodi-prodi baru yang di buka 
pada program PMDSU. 

3. Banyak pertanyaan dari promotor atau 
mahasiswa namun penyelenggara tidak bisa 
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No Layanan Masukan dan Saran 
menjawab. Kedepan agar pihak penyelenggara 
diberi informasi yang lebih detail mengenai 
program PMDSU, sebagai contoh kenapa 
banyak mahasiswa yang tidak diterima pada 
program PMDSU, dan hal lain lain. 

4. Pelayanan bagus, komunikasi sangat baik. Usul 
untuk diadakan monev ke UPI untuk update 
informasi ke dosen terkait syarat dan hal lain 
untuk menjadi promotor. 

5. UM adalah penyelenggara PMDSU baru 
sehingga saat ini masih beradaptasi. Usul untuk 
diadakan monev ke UM, selain itu agar 
dilakukan pendampingan kepada UM karena 
baru bergabung sebagai penyelenggara 
PMDSU. 

10 Pendanaan Sarana dan Prasarana Perguruan 
Tinggi Negeri 

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
UNTIRTA perlu pendampingan dalam 
pengisian data perencanaan aplikasi sarpras. 

2.  Universitas Negeri Jakarta 
• Tim internal dari PTN perlu melakukan 

koordinasi lebih intens agar tim lebih 
kompak dalam mengisi data, karena 
pengisian data tersebut memerlukan 
koordinasi antar banyak bagian. 

• Sistem Perencanaan Sarpras perlu dibahas 
dalam level strategis, keterlibatan 
stakeholder dan internal pimpinan dalam 
PTN agar mendapatkan data yang 
diinginkan. 

• Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut 
sebelum tahun anggaran mendatang 
mengenai sistem perencanaan sarpras, 
dikarenakan masih adanya kesulitan dalam 
pengisian. 

3. Universitas Pendidikan Indonesia 
• Dari UPI sudah mulai mengisi 

namun   belum lengkap, karena ada 
beberapa dari unit yang belum 
memberikan datanya. 

• UPI memperoleh kendala saat ada aturan 
terkait Produk Dalam Negeri. 

• Untuk kepentingan pendidikan bukan 
berarti tidak boleh impor, namun perlu ada 
penjelasan bahwa barang tersebut tidak 
ada substitusinya. 

• Saran: Usulkan rencana pengembangan 
yang strategis yang pendanaannya besar 
dan berimpak secara nasional, karena 
pengembangan yang kecil - kecil 
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No Layanan Masukan dan Saran 
harapannya dapat ditangani sendiri karena 
UPI PTNBH. 

4. Institut Teknologi Sumatera 
• Terkait sistem perencanaan sarpras 

dikarenakan pimpinannya baru, maka ada 
transisi kebijakan yang harus disesuaikan 
dengan yang baru.  

• Adakah batas waktu pengisian sistem 
perencanaan sarpras? Waktunya mengikuti 
penganggaran untuk tahun anggaran 
berikutnya. Tahapan akhirnya saat PTN 
mengisi lalu keluar surat permohonan. Surat 
permohonan tersebut representasi dari 
proposal. 
 

Kesimpulan: 
1.  Sistem Perencanaan Sarpras dapat membantu 

memetakan rencana pengembangan sarpras di 
Perguruan Tinggi Negeri. 

2.  Sistem Perencanaan Sarpras dapat membantu 
memetakan roadmap pembangunan dan 
pendanaan Perguruan Tinggi Negeri. 

3.    Perlunya sosialiasasi sesi kedua terhadap PTN 
dalam pengisian sistem perencanaan Sarpras. 

4.   Sistem perencanaan sebaiknya dikelola oleh 
bagian perencanaan, agar lebih terencana dan 
mencakup semuanya. 

 

8. Penutup 

Direktorat Sumber Daya akan menindaklanjuti hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 

yang berupa mufakat antara Direktorat Sumber Daya selaku penyelenggara layanan dengan 

pemangku kepentingan/masyarakat penerima manfaat layanan (stakeholder) dengan menerbitkan 

Standar Pelayanan yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Sumber Daya. 

Berbagai masukan dan saran terkait peningkatan keterbukaan informasi, pendampingan, dan 

konsultasi layanan akan ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis 

dengan memanfaatkan berbagai saluran media sosial maupun media komunikasi lainnya yang 

dimiliki Direktorat Sumber Daya. 

Keberhasilan pelaksanaan forum konsultasi publik ditentukan oleh komitmen dan 

konsistensi seluruh pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik terhadap hasil yang telah 

disepakati bersama. Forum konsultasi publik perlu dilaksanankan secara berkala atau 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas standar pelayanan publik Direktorat Sumber Daya. 
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Notula Rapat 
 

Resume 

Topik Rapat FKP Layanan Registrasi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Perubahan Data Dosen 

Hari / Tanggal Rabu, 14 September 
2022 

Waktu         Wib
  

13.00 Selesai 

Tempat Video 
Conference/luring di 
gedung D lantai 2 

Pemimpin 
Rapat  

 

 

 
Hasil Rapat 

 Diskusi dan Tanya Jawab layanan Registrasi Dosen 

1. LLDikti Wilayah XI 
- Penolakan otomatis menjadi NUP setelah masuk masa pensiun 
- Dosen lama non pns pada Perguruan Tinggi harus diperhatikan untuk mendapatkan nomor 

induk sebab terjadi kekurangan dosen 
-  

2. Universitas Maritim Raja Ali 
- Berkaitan dengan dosen gentanyagan atau dosen yang tidak memiliki homebase 

pengajuannya agar dipermudah 
- Data ganda sebaiknya ada system yang sudah menolak dari awal 

 Diskusi dan Tanya Jawab layanan Tenaga Kependidikan 

1. Universitas Andalas 
- Jabatan Fungsional Umum di PTN sangat berbeda perlakuannya dengan mereka JF di PTS 

yang sangat dipermudah prosesnya mendapatkan SK Jabatan Fungsional akhirnya Tendik di 
PTN sangat sedikit perbandingannya dengan PTS. Mohon agar menjadi perhatian Dikti 

2. Universitas Sulawesi Barat 
- Pindah homebase dari PTS A ke PTS B masih belum terlalu di pahami mekanismenya 

 Diskusi dan Tanya Jawab Layanan Perubahan Data Dosen 

1. LLDikti Wilayah IV 
Semua aspirasi yang sama berkaitan dengan sinkronisasi SISTER dan PDDIKTI sebab sampai saat 
ini belum ada perubahan berkaitan dengan sinkronisasi data baik di Sister maupun di PDDIKTI 
agar menjadi perhatian ke depannya 

 Kesimpulan : 

1. Otomatisasi ketika memasuki masa pension sehingga NIDN otomatis berubah menjadi NUP 
2. Jabatan Fungsional Umum di PTN agar diberikan ruang yang sama dengan JF PTS 
3. Sinkronisasi PDDIKTI dan SISTER  
4. Sistem Data Ganda Agar penolakannya otomatis jika sudah ada di sistem 

 
 
 
       



    
Peserta Rapat 

No Layanan Registrasi Dosen No Layanan Registrasi Tenaga Kependidikan 

1. Mulyono – Koordinator Kompetensi 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

1. Mulyono – Koordinator Kompetensi Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

2. Dedi Triyanto – Subkoord Registrasi Dosen 
dan Tenaga Kependidikan 

2. Dedi Triyanto – Subkoord Registrasi Dosen dan 
Tenaga Kependidikan 

3 LLDikti Wilayah XI 3 LLDikti Wilayah III 

4 Institut Pertanian Bogor 4 Universitas Halu Oleo 

5 Universitas Maritim Raja Ali Haji 5 Universitas Brawijaya 

6 Universitas Pertahanan 6 Universitas Sulawesi Barat 

7 Universitas Tadulako 7 Universitas Andalas 

8 Jims Pistavia  8 Jims Pistavia 

9 Ziko Fernando 9 Ziko Fernando 

10 Supriyadi 10 Supriyadi 

11 Ari Luki Ansanai 11 Ari Luki Ansanai 

    

    

    
 
 

Peserta Rapat 
No Layanan Perubahan Data Dosen  
1 Mulyono - Koordinator Kompetensi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan 
 

2 Dedi Triyanto - Subkoord Registrasi Dosen 
dan Tenaga Kependidikan 

 

3 LLDikti Wilayah IV  
4 Institut Pertanian Bogor  
5 Sekolah Tinggi Hukum Militer  
6 Universitas Mataram  
7 Universitas Siliwangi  
8 Jims Pistavia   
9 Ziko Fernando  
10 Supriyadi  
11 Ari Luki Ansanai  
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Foto Kegiatan  

 

 



 



 

 





      
 

 
      KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 
 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 

 Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052 

 

NOTULA 
 

 
 

 

 

 

 

Pimpinan Rapat :       Syifa Mufiedatussalam Subkoordinator Kompetensi Dosen 
 

Peserta Rapat      : 

 Untung Rahardja Universitas Raharja 
 Iin Suryaningsih Universitas Al-Azhar 
 Desti Herawati  Universitas Pakuan 
 Dede Jajang Suyaman  Universitas Singaperbangsa Karawang 
 Andrianto Santoso Subkoordinator Kompetensi Tendik 
 Anik Andriani Direktorat Sumber Daya 

 Fauzan Ismara  Direktorat Sumber Daya 

 Muhamad Sidik G Dit Sumber Daya 

 Utami Dewi Nastiti Dit Sumber Daya 

 Supriyadi Dit Sumber Daya 

 Pinaliya Dit Sumber Daya 

 M. Adhimawan Dit Sumber Daya 

 Rewinanto Dit Sumber Daya 

 Utami Dewi Nastiti Dit Sumber Daya 

 Dani Rosanto Dit Sumber Daya 

 Nanda Gardamewa Dit Sumber Daya 

 Ziko Fernando Dit Sumber Daya 
 

 

Rapat : Reformasi Birokrasi 

Hari/Tanggal : Rabu/14 September 2022 

Waktu rapat : 13.00 WIB s.d. Selesai 

Tempat rapat : Gedung D Lantai 2 

Acara : Forum Komunikasi Publik Layanan Kompetensi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 



Pengantar dari Ibu Syifa Mufiedatussalam 

Ditdaya akan mengeluarkan buku panduan masing-masing program, Setiap program akan 

publish di laman dikti, laman kompetensi sudah versi 2, bahan dokumen persyaratan sudah 

diunggah di laman kompetensi, begitu pun untuk seleksi dilakukan di laman kompetensi  

Masukan dari Peserta Forum Komunikasi Publik 

1. Periode pembukaan program kapan? 

Tergantung program, biasanya dibuka sekitar bulan Maret dan April 

2. Berapa jumlah program yang bisa diikuti oleh peserta? 

Dalam 1 tahun peserta hanya boleh mengikuti 1 program yang sama. Khusus untuk magang 

dosen, hanya boleh mengikuti 1 kali seumur hidup. Program2 kompetensi non degree LPDP 

sudah bekerjasama dengan LPDP, dan mensyaratkan NIK, NIK tersebut digunakan sebagai 

identitas agar tidak mendapatkan double funding di tahun yang sama. Program DPL MSIB 

NIK tidak mengunci, karena beneficiariesnya adalah mahasiswanya, ada partisipan yang 

datang tahun lalu mendapatkan 2 program yaitu Program DPL MSIB dan KDS 

3. Apakah ada perysaratan kolaborasi untuk program magang? 

Tidak ada persyaratan harus berkolaborasi dengan PT pembina magang. Untuk penempatan 

peserta ke PT Pembina ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Magang dosen adalah pintu untuk 

berkolaborasi, penempatan akan dilakukan oleh tim ahli, kewajiban dari dosen pemagang 

sementara harus ditinggalkan karena dosen magang harus berada dilokasi ketika sudah 

magang luring. 

4. Apakah harus meninggalkan tugas selama kegiatan magang? 

Betul, selama kegiatan magang harus mengikuti secara full, dan meninggalkan kewajiban di 

PT 

5. Apakah jika mendapatkan hibah di Direktorat lain seperti kegiatan penelitian itu boleh juga 

mendapatkan biaya di Direktorat Sumber Daya? 

Jika komponen biayanya tidak ada yang sama bisa dilaksanakan, misalkan jika penelitian 

tidak ada komponen biaya hidup sedangkan ikut program SAME juga itu diperbolehkan. 

6. Apakah ada slot khusus untuk persentase PTN dan PTS untuk program dikompetensi? 

Tidak ada slot khusus, memang selama ini pendaftar banyak yang berasal dari PTS sehingga 

yang lolos pun banyak dari PTS 

7. Apakah ada program untuksertifikasi untuk asesor jika ingin membuka LSP di PT? 

Belum ada program untuk sertifikasi untuk asesor, mungkin bisa jadi masukan untuk dapat 

dilaksanakan pada tahun yang akan datang 



8. Apakah peserta bisa memberikan masukan pada panduan persyaratan? Kalau bisa bagaimana 

caranya? 

Bisa dimasukan pada laporan, dibagian kesimpulan dan saran, sehingga nanti bisa 

disampaikan pada tim saat penyusunan panduan di tahun yang akan datang 

9. Rekening harus BRI, jarang digunakan, tp kami akhirnya mengikuti untuk membuka rekening 

BRI? 

Ketentuan BRI karena sudah menjadi persyaratan dari LPDP, pada saat transfer dari KPPN, 

terkadang ada penolakan jika rekening tersebut pernah digunakan.  

10. Tahun kemarin ada permintaan laporan mendadak dari LPDP untuk pencairan, karena pada 

awalnya tidak ada permintaan untuk laporan guru 

Tahun kemarin  tahun pertama kemdikbudristek bekerjasama dengan LPDP, dan LPDP 

meminta laporan tersebut untuk mempermudah jika ada audit 
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Foto-foto kegiatan 

                            

             



 



 



Notula Rapat 
 

Resume 

Topik Rapat FKP Layanan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen dan layanan NIRA BKD 

Hari / Tanggal Rabu, 14 September 

2022 

Waktu Wib 13.00 Selesai 

Tempat Video 

Conference/luring di 

gedung D lantai 2 

Pemimpin 
Rapat 

 

 
 

Hasil Rapat 
 Diskusi dan Tanya Jawab layanan NIRA BKD 

1. LLDIKTI VII 

- NIRA dan e certificate belum dapat diakses langsung pada SISTER 

Jawab:  

NIRA dan sertifikat BKD dapat diproses jika persyaratan telah dipenuhi. Seperti Data Serdik 

di PDDIKTI sudah sesuai. Pendidikan terakhir dan jabatan sudah sesuai di PDDIKTI. Maka 

NIRA dan sertifikat akan segera di proses 

- Untuk kesesuaian Bidang ilmu apakah akan berpengaruh pada proses penilaian BKD 

Jawab:  

Betul karena pada saat proses penilaian asesor BKD dan dosen yang dinilai harus memiliki 

kesamaan atau kesesuaian dalam bidang ilmunya 

- Tampilan asesor BKD dengan BKD Dosen tidak sama 

Jawab:  

Tampilan Asesor BKD dan Dosen hampir sama. Perbedaannya ada tambahan kolom 

penilaian dan komentar dari asesor. 

- Ada Asesor yang memiliki NIRA double 

Jawab:  

NIRA double terjadi karena saat migrasi data dari aplikasi offline datanya tidak semua 

masuk ada. Sehingga belum masuk ke SISTER. Sehingga SISTER akan membuat no NIRA 

Baru. SIlahkan mengajukan surat usul untuk penghapusan salah satu nomor NIRA 

- Penugasan asesor di SISTER LLDIKTI tidak aktif 

Jawab: 

Mohon dikroscek kembali apakah asesor merupakan asesor lama yang belum mengikuti 

Asesor Tidak aktif karena per agustus 2022 belum lulus persamaan persepsi PO BKD 2021. 

Sehingga silahkan untuk mengajukan usul persamaan persepsi PO BKD 2021 

- Klaim pengajaran, penelitian ada kendala 

Jawab:  

Mohon dicek data di PDDIKTI apakah sudah sesuai. Karena SISTER BKD menarik data dari 

PDDIKTI. Dan pastikan nama kegiatannya sesuai dengan nama kegiatan pada Rubrik BKD 

- Klaim kewajiban khusus tidak dapat langsung diambil dari publikasi 

Jawab: 

Pastikan nama kegiatannya sesuai dengan nama kegiatan pada Rubrik BKD 

- Data asesor yang meninggal belum update 

Jawab: 

Mohon data di PDDIKTI di perbaharui. SISTER BKD mengambil data dari PDDIKTI. 

- Bagaimana pelaporan dosen BKD 

Jawab:  

Bagi yang berstatus NIDN maka wajib melaporkan BKD. Sedangkan status NIDK dan NUP 



diserahkan kepada masing-masing PT 

2. UIN Mataram 

- Di daerah NTB banyak PTS yang mengajukan untuk asesor dari UIN Mataram, tetapi data nya 

tidak muncul otomatis pada SISTER 

Jawab:  

Asesor Eksternal yang belum muncul di SISTER, dikarenakan belum memiliki akun SISTER. 

Silahkan UIN Mataram mendownload SISTER dahulu dan mendaftarkan akun asesor 

- Untuk asesor BKD tidak ada akun pembayarannya (honor asesor BKD) 

Jawab:  

Kami telah berupaya berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk usul SBML honor asesor BKD. 

Namun belum dipertimbangkan. Namun ada rekomendasi cara pembayaran melalui 

pelaksanaan kegiatan. Kami akan menyampaikan ke PT surat dari Kemenkeu tersebut. 

3. UPI 

- Untuk asesor itu syarat nya dosen tetap ber nidn, untuk yg NIDK bagaimana, padahal mereka 

sudah memiliki NIRA sebelumnya. Apakah dapat diaktifkan kembali? 

Jawab:  

Saat ini dosen NIDK belum dapat menjadi asesor BKD. Baik akan kami tampung untuk 

Profesor NIDK dapat menjadi asesor BKD 

- SOP untuk mengajukan asesor eksternal? 

Jawab:  

Terima kasih atas masukannya. Kami akan menyampaikan SOP Asesor Eksternal agar tidak 

terjadi kesalahpahaman. 

- Untuk yg tidak memenuhi kewajiban khusus 3 tahun, tunjangan tidak dibayarkan. Mohon 

untuk dibuatkan rekap/notifikasi untuk admin unit BKD di sistem. Hitungan 3 tahun dari 

mana? 

Jawab:  

Terima kasih atas masukannya. Kami akan menyiapkan rekapitulasi pemenuhan kewajiban 

khusus dosen 

4. UNPAD 

- Bagi peserta asesor yang tidak lulus, ingin diajukan kembali ujian ulang. 

Jawab:  

Asesor yang belum lulus, dapat melakukan ujian ulang seleksi asesor. Silahkan bersurat saja 

ke Direktur Sumber Daya 

5. LLDIKTI III 

- Ada beberapa dosen yang pindah homebase, terkendala tidak otomatis muncul pada proses 

berjalan pelaporan BKD di homebase yang baru. 

Jawab:  

Terima kasih atas masukannya. Saat ini sedang dilakukan pengembangan system web 

service untuk penarikan data di homebase yang sama. Kami upayakan segera. 

 Diskusi dan Tanya Jawab layanan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen 

1. ITB 

- Keterbatasan asesor Serdos 

Jawab:  

Rencana kedepan akan melaksanakan rekrutmen untuk asesor serdos sebagai pemenuhan 

kebutuhan di PTPS 

- Jika ada perbedaan penilaian asesor 1 dan asesor 2 

Jawab:  

Diperlukan asesor ke 3 untuk memutuskan hasil penilaian 

 

 



 2. UNPAD 

- Ada perbedaan hasil serdos (PTPS), antara rekap dengan nama orang orang nya. 

Jawab:  

Akan dikroscek kembali 

- Dana hanya untuk honor saja, PTPS perlu yudisum, rapat, dll. 

Jawab:  

Manajemen operasional ada pembatasan dari kementerian, anggaran yang tidak tersedia  

3. UNSIKA 

- Ada permasalahan data dosen yang berbeda di pddikti dengan SISTER 

  Jawab:  

Data migrasi prodi yang baru belum sinkron 

 

 

 Kesimpulan : 

1. Surat informasi terkait penolakan honor SBML asesor BKD 

2. Proses Rekap atau notifikasi terkait kewajiban khusus 3 tahun an pada SISTER 

3. Asesor NIDK untuk jadi bahan pertimbangan 

4. Akan dilaksanakan rekrutmen Asesor Serdos untuk mengakomodir kekurangan asesor di PTPS 

 
 
 

Peserta Rapat 

No Layanan NIRA BKD No Layanan Serdos 

1. Iwan Winardi – Koordinator karier pendidik 

dan tenaga kependidikan 

1. Iwan Winardi – Koordinator karier pendidik dan 

tenaga kependidikan 

2. Santi Sayanti – Subkoord Karier pendidik 

wilayah 2 

2. Santi Sayanti – Subkoord Karier pendidik wilayah 2 

3 Firman Rudiansyah – Subkoord Karier 

pendidik wilayah 2 

3 Firman Rudiansyah – Subkoord Karier pendidik 

wilayah 2 

4 LLDIKTI Wilayah VII 4 LLDIKTI Wilayah III 

5 Universitas Pendidikan Indonesia 5 Universitas Padjajaran 

6 Universitas Singaperbangsa Karawang 6 Institut Teknologi Bandung 

7 Universitas Islam Negeri Mataram 7 Universitas Singaperbangsa Karawang 

8 Institut Pemerintahan Dalam Negeri 8 Kementerian Kesehatan 

9 Euis Istiqomatul Fitriyyah 9 Taufiq 

10 Puput Puspita Rakhman 10 Fajruliyah Roza 

11 Erna Yuliaresta 11  



 
 

Foto Kegiatan 



 



 



 







 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, 
 RISET, DAN TEKNOLOGI 

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id 
 
 

NOTULA	
	

Nama	Rapat	 	 :	Forum	Konsultasi	Publik	Layanan	Penilaian	Angka	Kredit	Dosen	dan	Tenaga		
	 	 	 		Kependidikan	
Hari/Tanggal	Rapat		 :	Rabu,	14	September	2022	
Media	Rapat	 	 :		-	Ruang	Auditorium	Gedung	D	Lantai	2	
	 	 						Kemendikbudristek		

- Video	Conference	
Waktu	Rapat	 :		Pukul	13.00	s.d	Selesai	
Susunan	Acara	Rapat	 :	1.	Pemaparan	Standar	Layanan	PAK	Dosen	dan	Tenaga	Kependidikan	
	 		2.	Tanya	jawab	dan	diskusi	
	 		3.	Kesimpulan	
Peserta	 	 	 :		
	
No	 Layanan		

Penilaian	Angka	Kredit	Dosen	
No	 Layanan	

Penilaian	Angka	Kredit	Tendik	

1.	 Iwan	Winardi	–	Koordinator	Karier	
Pendidik	Dan	Tenaga	Kependidikan	

1.	 Iwan	Winardi	–	Koordinator	Karier	Pendidik	
Dan	Tenaga	Kependidikan	

2.	 Yusni	tarigan	–	Subkoordinator	Karier	
pendidik	wilayah	3	

2.	 Yusni	tarigan	–	Subkoordinator	Karier	
pendidik	wilayah	3	

3	 Jati	Hayati–	Subkoordinator	Karier	
Tenaga	Kependidikan		

3	 Jati	Hayati–	Subkoordinator	Karier	Tenaga	
Kependidikan	

4	 LLDIKTI	Wilayah	IV	 4	 Institut	Pertanian	Bogor	

5	 Universitas	Padjadjaran	 5	 Universitas	Lampung	

6	 Universitas	Gadjah	Mada	 6	 Universitas	Padjadjaran	

7	 Universitas	Negeri	Jakarta		 7	 Kementerian	Kesehatan	

8	 Kementerian	Kesehatan		 8	 Kementerian	Pertanian	

9	 Hikmat	 9	 Lia	Fatimah		

10	 Pujianto		 10	 Rusyadi	Triantono	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



Hasil	Rapat	

	Rapat dibuka oleh Koordinator Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 
menyampaikan secara umun tentang layanan Penilaian Angka Kredit Dosen dan layanan 
Penilaian Angka Kredit Tenaga Kependidikan, serta meminta masukan dari peserta rapat 
untuk dilakukan perbaikan terhadap layanan Penilaian Angka Kredit Dosen dan Tenaga 
Kependidikan. Selanjutnya  Sub Koordinator Karier Pendidik Wilayah III menyampaikan 
tentang persyaratan penilaian, sistem, mekanisme dan prosedur serta penanganan pengaduan 
untuk layanan penilaian angka kredit dosen jabatan fungsional dosen lektor kepala dan 
profesor. Dan Sub Koordinator Karier Tenaga Kependidikan menyampaikan tentang 
persyaratan penilaian, sistem, mekanisme dan prosedur serta penanganan pengaduan untuk 
layanan penilaian angka kredit tenaga kependidikan.	

Diskusi	dan	Tanya	Jawab	layanan	Penilaian	Angka	Kredit	Dosen	

1. Universitas	Padjadjaran	
- Apakah	 dalam	waktu	 dekat	 akan	 ada	 penerbitan	 PO	 PAK	 yang	 baru	 yang	 sesuai	

dengan	mekanisme	saat	ini.		
- Terkait	masalah	jangka	waktu	pelayanan	dimana	GB	55	hari	dan	LK	45	hari.	Kalau	

mengacu	kepada	PO	PAK	2019,	dimana	jangka	waktu	pelayanan	GB	adalah	90	hari,	
sehingga	 kami	 perlu	 simulasi	 bagaimana	 dengan	 sistem	 ini	 dapat	 dicapai	 jangka	
tersebut.		

- Berdasarkan	mekanisme	penilaian	yang	baru,	dimana	PT	berhak	menentukan	Tim	
Penilai	 atas	 usulannya,	 dengan	 konsekuensi	 PT/LLDIKTI/KL	 menanggung	 biaya	
honorarium	Tim,	bagaiamana	mekanisme	pembayarannya.		
	

2. Universitas	Gadjah	Mada	
- Saat	 ini	 penilaian	 didasarkan	 pada	 PO	 PAK	 2019	 +	 Suplemen	 dan	 Surat	 Edaran.	

Disarankan	terbitkan	PO	PAK	terbaru	akan	memberikan	kepastian	pelayanan		
- Terkait	formasi	kebutuhan	Formasi	Jabatan	Fungsional	Dosen,	belum	ada	Petunjuk	

Teknis	dari	Pusat	atau	diserahkan	ke	Perguruan	Tinggi.		
- Terkait	 penilaian	 karya	 Ilmiah.	 Jika	 suatu	 karya	 ilmiah	 sudah	 termasuk	 dalami	

kriteria	jurnal	tertentu	diharapkan	ada	grading/scoring	penilaian	(misalnya	kriteria	
sesuai,	kurang	sesuai	atau	tidak	sesuai)	

- Definisi/kriteria	 integritas	 akademik	 menimbulkan	 multi	 interpretasi	 sehingga	
sering	terjadi	perbedaan	hasil	keputusan	penilaian.	Kiranya	Dikti	dapat	memberikan	
panduan	untuk	PT.		
	

3. Universitas	Negeri	Jakarta		
- Bagaimana	dengan	mekanisme	penilaian	baru	?		
- Mekanisme	pembuatan	periode	penilaian	?		
- Penyampaian	hasil	penilaian.		

	
4. LLDIKTI	Wilayah	4		

- Mohon	dipastikan	Kelengkapan	karil	apa	saja	yang	harus	dilengkapi	untuk	satu	ajuan	
karya	ilmiah.		
	

5. Kementerian	Kesehatan		
- Melanjutkan	dengan	UNJ,	terkait	mekanisme	penilaian	baru.		

	
Tanggapan	:		

- PO	PAK	terbaru	menunggu	terbitnya	Revisi	Permenpan	RB	dan	Permendikbud,	saat	
iini	proses	revisi	masih	dalam	tahap	harmonisasi.		



- Perlu	ditekankan	bahwa	 layanan	misalnya	55	Hari	untuk	GB.	55	hari	 itu	dihitung	
berdasarkan	 waktu	 ajuan	 sampai	 dengan	 terbitnya	 PAK.	 Jika	 suatu	 usulan	 telah	
dilakukan	penilaian,	dan	masih	perlu	perbaikan,	maka	waktu	layanan	kembali	ke	0	
hari.		

- Honorarium	dibebankan	kepada	PT	untuk	tim	yang	ditugaskan	oleh	PT.	Sebaiknya	
masing-masing	 PTN/LLDIKTI/KL	 membuat	 SK	 KPA	 Penetapan	 standar	 biaya	
masing-masing,	satuan	biaya	merujuk	pada	PMK,	untuk	rentang	jumlah	pemberian	
honor	jasa	profesi	disesuaikan	dengan	jumlah	usulan	yg	di	nilai	dan	juga	disesuaikan	
dengan	kekuantan	anggarannya.	

- Mengenai	 Format	 Kebutuhan	 Formasi	 Jabatan	 Fungsional	 Dosen	 telah	 dibuatkan	
format	 dokumennya,	 dan	 diharapkan	 PT	 dapat	 memngisi	 sesuai	 dengan	 renstra	
perguruan	tingginya	masing-masing.	

- Pemberian	nilai	kum	pada	satu	karil	sepenuhnya	merupakan	expert	judgement	Tim	
penilai	 dengan	panduan	 sesuai	 kriteria	 karil	 tersebut	 dengan	 batasan	maksimum	
yang	tertera	pada	PO.		

- Terkait	mekanisme	penilaian	baru	dapat	dijelaskan	sebagai	berikut	:		
a. Suatu	 usulan	 dari	 PT	 A	 dapat	 dinilai	 oleh	 Tim	 yang	 sudah	 bersertifikat	 dan	

terdapat	dalam	sistem	PAK	yang	berasal	dari	PT	nya;		
b. Untuk	usulan	GB,	penilai	ke	2	ditentukan	oleh	Diktiristek	dan	 jika	 terjadi	split	

decision	makan	akan	ditentukan	penilai	ke	3;		
c. Dalam	satu	periode,	seorang	tim	penilai	maksimal	dapat	menilai	7	usulan.		
d. Periode	penilaian	akan	dibuat	oleh	Diktiristek	dan	akan	memberikan	notifikasi	

ke	PTN/LLDIKTI/KL;	
e. Hasil	penilaian	akan	sampai	kepada	PTN/LLDIKTI/KL	jika	satu	periode	usulan	

telah	selesai	dilakukan	penilaian	dan	dipublish	oleh	Diktiristek.	
f. Karil	 yang	 akan	 diajukan	 harus	 terindek	 di	 SINTA,	 sehingga	 pengusul	 hanya	

mengimport	 karil-karil	 yang	 akan	 diajukan.	 Sehingga	 mohon	 agar	 dipastikan	
Dosen	dapat	mengupdate	profilnya	masing-masing	di	SINTA.		

g. Terkait	akun,	akun	operator	PT	dapat	membuat	akun	untuk	validator	dan	panitia	
PAK	PTN/LLDIKTI/KL.		

- Pada	sistem	penilaian	angka	kredit	dosen	yang	baru,	dokumen	peer	 review	sudah	
tidak	 perlu	 dimasukkan	 lagi	 dan	 untuk	 bukti	 korespondensi	 menjadi	 mandatory	
untuk	karil	yang	diajukan	sebagai	syarat	khusus.		

	Diskusi	dan	Tanya	Jawab	layanan	Penilaian	Angka	Kredit	Tenaga	Kependidikan	

	
6. Universitas	Padjadjaran	

Apakah	nanti	ke	depannya,	 layanan	PAK	Tendik	akan	dilakukan	 juga	 transformasi	ke	
sistem	seperti	layanan	PAK	Dosen?	
	

7. Institut	Pertanian	Bogor	
Apakah	 memungkinkan	 layanan	 PAK	 Tendik	 memberlakukan	 semacam	 periode	
penilaian	untuk	memudahkan	para	pengusul	dalam	mempersiapkan	dokumen-dokumen	
usulannya	secara	tepat	waktu?	
	
Apakah	nomor	pengaduan	layanan	sudah	bisa	digunakan?	
	

8. Kementerian	Kesehatan	
Apakah	memungkinkan	layanan	PAK	Tendik	disediakan	sebuah	aplikasi	seperti	Selancar	
PAK	 Dosen	 untuk	 memudahkan	 kami	 dalam	 mengecek	 status	 layanan	 yang	 sudah	
diusulkan?	
	



Tanggapan:	
- Saat ini kami sedang melakukan pengembangan sistem PAK Tendik sebagai 

bentuk upaya kami dalam melakukan transformasi digital, dari usulan manual ke 
dalam sistem online. Saat ini yang menjadi prioritas kami adalah menjadikan 
Tenaga Kependidikan setara dengan Dosen agara tidak berpindah ke lain hati. 
Kami sedang mendorong pengembangan karier bagi Tendik khususnya PLP, 
karena ternyata penelitian dosen juga sangat bergantung dengan keberadaan PLP. 
Sehingga kedepannya kami berharap dapat memberikan penghargaan yang lebih 
kepada Tendik.  

 
Sehingga dapat kita simpulkan dari dua poin penting tadi, layanan PAK Tendik 
perlu melakukan transformasi sistem digital dan peningkatan karier yang jelas 
guna mendorong perbaikan pelayanan khususnya bagi jabfung PLP. 

 
- Berdasarkan evaluasi dari tahun ini, selanjutnya kami akan memberlakukan 

periode penilaian khususnya untuk penilaian angka kredit tenaga kependidikan. 
Hal ini kami lakukan agar penilaian yang dilakukan lebih terjadwal. Sehingga akan 
memudahkan pengusul dalam mempersiapkan dokumen usulan.	

	
- Layanan	pengaduan	 sudah	dibuka	dan	bisa	Bapak/Ibu	gunakan	kapan	pun	untuk	

memberikan	 kritik	 dan	 saran	 yang	 Membangun	 bagi	 layanan	 kami,	 guna	
meningkatkan	pelayanan	yang	semakin	baik.	

	
- Masukan	 untuk	 aplikasi	 pengecekan	 status	 usulan	 akan	 mulai	 kami	 coba	

kembangkan	dengan	harapan	memudahkan	pengusul	dalam	melakukan	pengecekan	
status	usulannya.		

	 	 			
Foto	Kegiatan		

 

 



 

 
 



 

 





Notula Rapat 
 

Resume 

Topik Rapat FKP Layanan Program Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana 
Unggul 

Hari / Tanggal Rabu, 14 September 
2022 

Waktu         Wib
  

13.00 Selesai 

Tempat Video 
Conference/luring di 
gedung D lantai 2 

Pemimpin 
Rapat  

Juniarti Duwi Lestari 

 

 
Hasil Rapat 

 Diskusi dan Tanya Jawab layanan PMDSU 

1. Universitas Udayana  
Dari segi layanan sudah bagus sekali, sangat responsive. Sistem sudah bagus hanya perlu update 
data saja. 

2. Universitas Indonesia 
Terkait persyaratan no 7 (PT Penyelenggara wajib menyediakan biaya studi jika mahasiswa lebih 
dari 4 tahun), mungkin perlu diskusi lebih lanjut dengan calon penyelenggara. 
Harapannya ada prodi-prodi baru yang di buka pada program PMDSU. 

3. Universitas Padjajaran 
Banyak pertanyaan dari promotor atau mahasiswa namun penyelenggara tidak bisa menjawab. 
Ke depan agar pihak penyelenggara diberi informasi yang lebih detail mengenai program 
PMDSU, sebagai contoh kenapa banyak mahasiswa yang tidak diterima pada program PMDSU, 
dan hal lain lain. 

4. Universitas Pendidikan Indonesia 
Pelayanan bagus, komunikasi sangat baik. Usul untuk diadakan monev ke UPI untuk update 
informasi ke dosen terkait syarat dan hal lain untuk menjadi promotor. 

5. Universitas Negeri Malang 
UM adalah penyelenggara PMDSU baru sehingga saat ini masih beradaptasi. Usul untuk 
diadakan monev ke UM, selain itu agar dilaukan pendampinga kepada UM karena baru 
bergabung sebagai penyelenggara PMDSU. 

 Kesimpulan : 

1. Secara keseluruhan layanan sudah sangat baik, responsive dan kooperatif 
2. Akan diadakan workshop tentang beasiswa PMDSU 
3. Akan diadakan monev terhadap setiap PT penyelenggara PMDSU 
4. Akan dilakukan perbaikan sistem yang digunakan pada program PMDSU 

       
    
 
 



 
 
Peserta Rapat 

No Layanan NIRA BKD 

1. Juniarti Duwi Lestari – Koordinator Pembinaan Kualifikasi  Pendidik dan Tenaga kependidikan 

2. Asep Khoerudin - Subkoordinator Kualifikasi  Pendidik dan Tenaga kependidikan Dalam Negeri 

3 Silfiana Lis Setyowati 

4 Rizki Karya Utami 

5 Universitas Udayana  
6 Universitas Indonesia 

7 Universitas Padjajaran 

8 Universitas Pendidikan Indonesia 

9 Universitas Negeri Malang 

10 Institut Teknologi Bandung 
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Topik Rapat FKP Layanan Fasilitasi Pendanaan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) Akademik 

Hari / Tanggal Rabu, 14 September 
2022 

Waktu         Wib
  

13.00 Selesai 

Tempat luring di gedung D 
lantai 2 

Pemimpin 
Rapat  

Nafiron Musfiqinuddin 
Subkoordinator Analis Kebijakan Sarpras 

 
 

Hasil Rapat 

 Diskusi dan Tanya Jawab layanan Fasilitasi Pendanaan Sarpras PTN Akademik 

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
- Perlu diperiksa kembali mengenai Sistem Perencanaan Sarpras. 

2. Universitas Negeri Jakarta 
- Tim internal dari PTN butuh untuk dikoordinasikan agar tim lebih kompak dalam 

mengisi data, karena pengisian data tersebut memerlukan koordinasi antar banyak 
bagian. 

- Sistem Perencanaan Sarpras perlu dibahas dalam level strategis, keterlibatan 
stakeholder dan internal pimpinan dalam PTN agar mendapatkan data yang 
diinginkan. 

- Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut sebelum tahun anggaran mendatang mengenai 
sistem perencanaan sarpras, dikarenakan masih adanya kesulitan dalam pengisian. 

3. Universitas Pendidikan Indonesia 
- Dari UPI sudah mulai mengisi namun belum lengkap, karena ada beberapa dari unit 

yang belum memberikan datanya. 
- Menemui kendala saat ada aturan terkait Produk Dalam Negeri. 

- Untuk kepentingan pendidikan bukan berarti tidak boleh impor, namun perlu ada 
penjelasan bahwa barang tersebut tidak ada substitusinya. 

- Usulkan rencana pengembangan yang startegis yang pendanaannya besar dan 
berimpak secara nasional, karena pengembangan yang kecil - kecil harapannya 
dapat ditangani sendiri karena UPI PTNBH. 

4. Institut Teknologi Sumatera 
- Terkait sistem dikarenakan pimpinan baru, maka ada transisi kebijakan yang harus 

disesuaikan dengan yang baru.  



- Adakah batas waktu pengisian sistem perencanaan sarpras? Waktunya mengikuti 

penganggaran untuk tahun anggaran berikutnya. Tahapan akhirnya saat PTN 
mengisi lalu keluar surat permohonan. Surat permohonan tersebut representasi 

dari proposal. 

 Kesimpulan : 

1. Pendanaan dibatasi dengan besaran APBN yang sudah ditentukan. 

2. Pendanaan Sarpras melibatkan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk 
menentukannya. 

3. Sistem Perencanaan Sarpras dapat membantu memetakan rencana pengembangan 
sarpras di Perguruan Tinggi Negeri. 

4. Sistem Perencanaan Sarpras dapat membantu memetakan roadmap pembagunan dan 
pendanaan Perguruan Tinggi Negeri. 

5. Perlunya sosialiasasi kedua terhadap PTN dalam pengisian Sistem perencanaan Sarpras. 
6. Sistem perencanaan sebaiknya dikelola oleh bagian perencanaan, agar lebih terencana 

dan mencakup semuanya. 

       
    
 
Peserta Rapat 

No Layanan Fasilitasi Pendanaan Sarpras PTN Akademik 

1. Nafiron Musfiqin Uddin – Subkoord Kebijakan Sarpras 

2. Rini Nuzulul F – Subkoord Penggunaan dan Pemanfaatan Sarpras 

3 Windi Kurnia Lestari – Subkoord Fasilitasi Sarpras 

4 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

5 Universitas Pendidikan Indonesia 

6 Universitas Negeri Jakarta 

7 Institut Teknologi Sumatera 

8 Amri Luthfi Najih 

9 Nanda Ridho W 

10 Hesih Permawati 

11 Ambun Suri Ramadini 

12 Abdul Rakhman Aziz 
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2. LEAFLET LAYANAN DAN 
POSTER KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Layanan Perubahan Data Dosen 
 

 
 
 



 
 
 



  
 
 
 
 



2. Layanan Registrasi Pendidik 
 

 
  



3. Layanan Registrasi Tenaga Kependidikan 
 

 
 
  



4. Layanan Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 
 

 
 
 



5. Layanan NIRA BKD 
 

 

 

 

  



6. Layanan Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 
 

 
  



7. Layanan Penilaian Angka Kredit Dosen 
 

 
 

 



8. Layanan Penilaian Angka Kredit Tenaga Kependidikan 
 

 

 



9. Layanan Beasiswa PMDSU 
 

 

 



 

 
 
 



10. Layanan Pendanaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri 
 

 

 



 

Poster Kegiatan 

 

 



  

 
 

 

 

 
 

 

3. KUMPULAN BERITA ONLINE 
ACARA FKP 

  



Kumpulan Pemberitaan Forum Konsultasi Publik Direktorat Sumber Daya 

 

Sumber: https://jakarta.suaramerdeka.com/pendidikan/pr-1344753780/forum-konsultasi-publik-
langkah-nyata-wujudkan-pengembangan-zona-integritas 

 

Sumber: https://jakarta.suaramerdeka.com/pendidikan/pr-1344753972/peningkatan-pelayanan-
publik-perlu-terus-ditingkatkan 

 

 



 

 

Sumber: https://minanews.net/dirjen-dikti-tekankan-penggunaan-teknologi-informasi-dalam-
pelayanan-publik/ 

 

Sumber: https://poskota.co/nasional/zona-integritas-diantara-gebyar-seremoni-dan-tantangan-
substansi/ 

 



 

Sumber: https://m.antaranews.com/amp/berita/3117765/kemendikbudristek-sebut-akan-kurangi-
beban-administrasi-dosen 

 

Sumber: https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/666389/zona-integritas-di-antara-
gebyar-seremoni-dan-tantangan-substansi 

 

 

 



 

Sumber: https://menara62.com/tindaklanjuti-pencanangan-zona-integritas-ditjen-diktiristek-gelar-
forum-konsultasi-publik/ 

 

Sumber: https://suarakarya.co.id/disayangkan-penerapan-zona-integritas-baru-sebatas-
seremoni/43636/amp/ 

 

Sumber: http://www.dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/zona-integritas-diantara-gebyar-
seremoni-dan-tantangan-substansi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Melalui unggahan Humas Ditjen Diktiristek dengan link: 

https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/zona-integritas-diantara-gebyar-seremoni-dan-
tantangan-substansi/ 



  
 

 
 

 
 

4.FOTO KEGIATAN 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 



  

 

 

 

 

 

 

5.DAFTAR HADIR 
 
 


















